LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il INDRAMAYU
NOMOR :11 TAHUN: 1999 SERI: B.11.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il INDRAMAYU
NOMOR : 21 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il INDRAMAYU

Menimbang_: a. bahwa dengan berlakunya  Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997

Mengingat

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu Nomor 10 Tahun 1996 tentang Izin

Mendirikan Bangunan harus disesuaikan;

b. bahwa untuk memungut Retribusi pada huruf a perlu menetapkan Peraturan

: 1.

Daerah.

Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950).

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2818) Jo Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1970 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943).



10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) Jo
Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2944).

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3237).

Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3685).

. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1987
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3353).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang
Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984
tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah ,
Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-undang Gangguan Bagi
Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986.
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14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin
mendirikan bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan
Industri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu Nomor : 11 Tahun
1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan
Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat
Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu Nomor : 17 Tahun
1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bangunan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 1997 Seri F.2).
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu Nomor : 1 Tahun
1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan
dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il

Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :_PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il INDRAMAYU TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu;
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Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Indramayu.

Dinas adalah Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat Il Indramayu;
Kawasan Industri adalah Kawasan tempat Pemusatan kegiatan Industri Pengolahan
yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan
dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;

Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut
Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri;

Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu Bangunan;
Bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah;
Rehabilitasi Berat adalah upaya perbaikan bangunan yang ruang lingkupnya pada tanah;
Bangunan Usaha adalah bangunan yang direncanakan dan digunakan usaha usaha
komersial, misalnya toko/pertokoan, heuler, bioskop, bengkel, gudang, dan sejenisnya;
[Bangunan Hunian adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan Rumah Tinggal.
Bangunan Industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan memproduksi
barang-barang jadi/setengah jadi;

Luas Bangunan adalah satuan luas bangunan yang dibangun berdasarkan rencana
gambar dan pelaksanaan fisik bangunan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;

Industri adalah Kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau
bahan atau bahan baku menjadi bahan jadi;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan atau sanksi admnistrasi berupa bunga dan atau denda;

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib

Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;



u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah
kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya

terutang.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan lzin
Mendirikan Bangunan.
(2) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan.

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIP

Pasal 3

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Pasal 4
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarip retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelanggaraan pemberian Izin yang

bersangkutan.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan cara

menghitung izin yang dikeluarkan.



